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TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Olch:

Phil ips A. Kana

Based on lhe anerulnrcnt of UUD 1915 lhe posilion of sldle organizqtions is pluccd bosed on the spirit ol
constitution re.fornution. It i.s the forn of nruinlenance on diffarentiates principol / outhorily division.s,
checks ond balancc s.\,.,;lcnt,s lo lhe constilulionol process. Thc Con.\litulionol L'ourt thut is one of the
highest jttdgmental instilulions ho,s u ,serics of duties and uulhoril.y vill color lhc state :;tructurc sy.\tens
of Indonc,sia.

PENDAHI.JLT]AN

Muncu lnya suasana refornrasi  d i

Indonesia dalanr segala bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, dipastikan

menampilkan sejurrlah gagasan atau ide bahwa sendi-

sendi kehidupan ketatanegaraan perlu mengalami

pengkajian ulang disesuaikan dengan paradig'ma baru

yang berkembang (Philips Kana, 2000:178- 188) .

Kenyataan menunjukkan. adanya

keinginan. turhrtan bahkan kebutuhan agar kekuasaarr

Presiden sebagaimana ditentukan di dalam [Jndang-

Undang Dasar 1945 pun mengalami peninjauan.

Tidak cukup sanrpai di situ, kedudukan lembaga

negara per lu diposis ikan kembal i  sesuai dengan

semangat reforrnasi konstitusi itu sendiri. Akibatnya

prinsip-pr insip pcmisahan dan/atau pembagian

kekuasaan seperti dianut oleh sistem trias politika

dan checks and balance.s system yang

memungkinkan adarrya saling menguj i dan mengawzr"si

di  antara lcmbaga ncgara memperolch
pembenarannya melalui rnekanisme dan proses

konstitusionalisnre.

Karena itu baik pembentukan lembaga

negara baru maupun penciutan kewenangan terhadap

lembaga negara yang ada di tempuh dengan

menggunakan mekanismeamandemen terhadap IJUD

1945, dan proses itu berlangsung secara sistematis

dan mendasar sehingga berakibat pula kepada sistern

ketatanegaraan.

MAHKAMAII KONSTITUSI SAT,AH SATU

PILAR KEKUASAAN KN,HAKIMAN

Salah satr , r  nrater i  mualan hasi l

atttandemen UUD 1945 ialah penegasan terhadap

kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradi lan guna

mencgakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat ( I )
UUD 1945). Konsekuensi berikulnya dari grnegasan
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konsinsi ialah dibcntuknya salah satu lembaga dalam

struktur ketatanegaraan Indonesia yang bernama

Mahkamah Konstitusi seperti dirumuskan di dalarn

pasal 24 ayat (2) ULJ I) 1945 yang berbunyi:
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan olelr sebuah

Mahkamah Agurg dan badan peradilan yang
berada di  bawahnya dalarn l ingkungan
peradilan rultun, lingkrugan peradilan agama.
l ingkungan peradi lan mi l i ter .  l ingkungan
peradilan tata usaha negara. dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.

Adapun kewenangan Mahkamah

Konstitusi ditentukan di dalam pasal 24 C ayat ( l)

UUD 1945 yang bcrbunyi:
(I) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersilat final untuk mengr.rji
undang-undang terhadap [Jndang-Undang
[)asar,  nrcnrutus sengketa kewenangan
lernbaga negara yang kewenangannya
diber ikan oleh Undang-lJndang I)asar.
memutus pcmbubaran partai politik, dan
memutus pcrselisihan tentang hasil pmilihan
ulTlttrn

dan pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(2) Mahkamah Konstitusi wajih memberikan
putusat. atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-[Jndang Dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka

tulisan ini akan merrcoba ntenganalisis salah salu

kewenangan Mahkanrah Konstitusi yang diberikan

oleh t l t . lD 1945. khususnya wewenang penguj ian

undang-undang tcrhadap t l t )D 1945.

MEN(;T,I . I I  UNDANC TINI)ANG I 'EITtIAI)AP

TINI)ANG TJNDANG I)ASAR I9. I5

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alasan
dasar unhrk melakukan pengujiiur terhadap peraturan

perundang-undangan. Pedama, untuk nrelindungi
konstitusi dari pclanggaran olch badan lcgislatifdarV

atau eksekutii Kedua. dalam rangka rnelintlungi hak-
hak dasar manusia atau warganegara. l)cngan dua
ala-san tersebut apabila dihubungkan dengan ( )ndang-

lJndang No.24' l 'ahun 2003 tentang Mahkanrah

Konstitusi, diperoleh pernahanran yang sama. Dari
nrmusan dalanr diklunr meninrbang hunrl' b dengan
tegas disebulkan:

Mahkamah Kons(itusi sebagai salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman nrerrpunyai
peranan penting dalanr usaha nrcncgakkan
konstitusi dan prisip negara hukum scsuai
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana
ditentukan dalarn Undang-lJndang Dasar
Negara Republik lndonesia Taliun 1945.

I)asar untuk nrcl indungi.  nrenegakkan

konst i tusi  dengan sendir inya r .ncncakup pula
perlindungan terhadap hak-hak dasar ntanusia atau
warganegara sebagai salah satu nrateri lnuatatl

konstitusi serla prinsip dalanr negara hukum darr itu

dijamin oleh IJUD I 945.
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Hak rnenguj i und ang-undang (judicial

review, toetsingre c hl) merupakan suatu kegiatan

pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan

oleh cabang kekuasaan legislatil eksekutifdanj udisial.

Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian

terhadap produk hukum dari ketiga cabang kekuasaan

di dalam negara tersebut diletakkan di tangarr hakini

dan hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip

cheks and balances dalam sistem oenrisahan

kekuasaan negara.

Berdasarkan pernyataan tersebut

penguj ian peraturan perundang-undangan sebagai

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di

lndonesia mempunyai hubungan yang erat dengan

sistem hukum yang berlaku. Pembatalan atau

pemyataan tidak sah peraturan perundang-undangan

sangat efektifpada negara yang me nganut precedenl

.r/^rrer , putusan hakim terdahulu (dalam perkara yang

mempunyai sifat atau jenis yang sama) mengikat hakim

yang kemudian. Tidak demikian halnya pada negara

yang tidak mengenal .system prccedenl. Suatu

peraturan perundang-undan gan yang sudah

dinyatakan tidak sah dalam suatu perkara terdahulu

mungkin diterapkan dalam perkara yang kemudian

karena alasan tidak terikat pada putusan terdahulu.

Ini berarti bahwa badan peradilan (dalam hal ini

Mahkamah Konstitusi) memiliki keseimbangan

wewenang dengan badan yang membuat undang-

undang (DPR bersama Presiden) dalam rangka

checks and balances.

Pengujian yudisial dapat bersifat formil
(fttrmele toetsingsrecht) dan material (materiele

I oe I s ing.tr e c ht ). Penguj ian formi I biasanya terkait

dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan

legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

Dalam hal ini hakim dapat membatalkan suatu
peraturan bila proses penetapannya tidak mengikuti
prosedur pembentukan peratrfan yang resmi. Hakint
juga dapat menyatakan batal suatu peratr.lran yang

ditetapkan oleh lembaga yang t idak memil ik i

kewenangan resmi urtuk membentuknya. pemyataan

ini sesuai dengan mnruvur pasal 57 ayat (2) UU No.24
Tahun 2003 yang herbunyi:

Putusan Mahkalnah Konstitusi yang amar
puhtsannya menyatakan bahwa pembentukan
Undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang
berdasarkan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
undang tersebut tidak mempunyai kekuatan
htkum mengikat.

Dalam l tada i tu penguj ian rnater ial

dilakukan bila suatu pcraturan diduga mengandung

pertentangan ntateri dcngan grraturan lain yang lebih

tinggi. Apabila u-aian ini dihubwrgkan dengan rumusan
pasal 57 ayat ( l )  UU No.24 Tahun 2003 vans
berbunl:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dcngan Llndang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
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undang tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukummengikat.

Maka putusan Mahkamah Konstilusi tersebut di atas

dikategorikan sebagai putusan yang mengabulkan

permohonan dan rvajib dimuat dalanr Rerita Negara

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak putusan diucapkan" (pasal 57 ayat (3)).

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tentang

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

disampaikan kepada DPR.DPD, Presiden dan

Mahkamah Agung (Pasal 59).

Selain i t r . r  pengu. j ian rrater ial  juga

menyangkut kekhususan-kekhususan yang diuri I iki

suatu ahran dibancl ingkan dengan nonna-nornayang

berlaku umum. Misalnya berdasarkan prinsip "/ex

spesialis derogat lcx gcncrali.s" suatu peraturan

yang bersiiat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku

oleh hakim. meskiptrn isinya berlentangan dengan

materi peraturan yang bersifat unrum. Sebaliknya.

suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku
jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh

hakim nyata-nyata bedentangan dengan norma aturan

yang lebih tinggi berdasarkan prinsip "lex superiore

derogate lex inferiore" (.limly Assaddiqie, 2002: 3 I -
63).

Apbila dihubungkan deng:rn IIll No.24

Tahun 2003, tampaknya pembentuk undang-undang

(wetgever) menghendaki bahwa undang-undang yang

dapat dimohonkarr untuk diuji adalah undang-undang

yang diundangkan setelah perubahan t  I l lD 1945

(Pasal  50 l . lU No.24 ' l 'ahun 2003).  Menurut
Penjelasan Pasal 50 yang dimaksud dengan..setelah
perubahan UIJD 1945" adalalr perubahan pertama

ULID 1945 yakni  sejak tanggal lg Oktobcr 1999' , .
Rasional i tas apa yang rnenjadi  pi l ihan perrrbentuk

undarg-undang tuttuk ntcnuluskan ketentu,ur tersebut
di atas tidak diperolclr penjelasan yang nremadai.

Hanya dilentukan dalarn pasal 58 dengan nrnrusan:
[Jndang-undang yang diuji oleh Mahkamah
Konstitusi tetap bcrlaku, scbelunt ada putrrsan
yang menyataktui bahwa urdang-undang tcrsebut
bertentangan dengan i.ltlD 1945.

Kenrungkinan hal  tersebut didasarkan

avs hukurn publik (dalarn hal ini hukLrnt firnlil) yakni
"praduga rechtrnatig" di ntana putusan Mahkamah

Konstitusi mcrupakan prrtusan akhir dan menrpunvai

kekr,ratan hukunt tetap pada saat putusan dibacakan

serta tidak berlaku surut. Pcrnyataan tidak berlaku

surut mengandung rnakna bahwa sebeltrnt putusan

Mahkamah Konstitusi terhadap ob.iek perkara (dalant

hal ini menguji undang-undang terhadap IJUD 1945),

maka harus selalu dianggap salr  atau t idak

bertentangan sebelr . rnt  adanya pr.r tusan hakirn

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya.

Konsekuensinya. akibat putusan hakirn Mahkarnah

Konstitusi tersebut adalah "ex nunc" yaitu dianggap

ada sampai pembatalannya. Artinva akibat dari

ketidaksahan itu hertentangan dengan tll_lD tidaklah

berlaku surut namun sejak pemyataan bcrtentangan

oleh Mahkamah Konstitusi ke depan.
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Penguj ian atau review oleh hakim dapat

dilakukan secara institusional/formal dan dapat pula

dilakukan secara prosesual/ substansial. Sebuah

peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan

penguj ian kepada hakim, dan hakim dapat

menyidangkan perkara.judic ial review itu dalam

persidangan tersendiri. Dalam hal demikian dapat

dikatakan bahwa penguj ian material itu dilakukan

secara inst i tusional ,  d i  mana peraturan yang

bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan

tidak berlaku lagi secara hukum. Tetapi, pengujian

juga dapat dilakukan oleh hakirl secara tidak langsurg

dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalanr

mengadili sesuatu perkara hakinr dapat saja, atau

berwenang untuk mengesampingkan berlakunya

sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan

peraturan tertentu,  baik seluruhnya ataupun

sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula

disebut sebagai judic ial  review yang bersi fat

prosessual atau judic ial  review yang bersi fat

substansial (Jimly Assaddiqie, 2002).

OBJEK PENGU.IIAN YUDISIAL

Adapun objek yang dapat diuji oleh

hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan

oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Bentuk produk legislatif biasanya disebut undang-

undang, karena di dalam proses pembuatannya

terlibat peran parlemen. Kalaupun produk legislatif

tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh parlemen,

set idaknya produk tersebut di tetapkan oleh

pemerintah bersama-samalmrlemen. Dalam hubungan

ini pengujian terhadap produk hukum di Indonesia

bisa menyangkut undang-undang maupun di bawah

undang-unda.ng.

Bagaimana Mahkamah Konst i tusi

melakukan kewenangan pengujian konstitusional ini,

maka pedoman hukurn yang dipakai untuk melalarkan

pengujian secara fornriloleh hakim adalah norma

hukum yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya

norma hukum yang setingkat. Norma hukum yang

paling tinggi adalah tJIJD I 945. Karena itu pengujian

terhadap mater i  undang-undang peni la iannya

berdasarkan norma dasar yang terkandung dalam

konstitusi. Dengan perkataan lain yangdiujioleh hakim

adalah konstitusionalitas materi undang-undang,

konstitusionalitas dan legalitas prosedur penetapan

uundang-undang ataupun legalitas kompetensi

kelembagaan yang menetapkan undang-undang

tersebut. Sedangkan materi di bawah undang-undang

dinilai berdasarkan undang-undang. Demikian pula

peraturan di bawahnya dinilai berdasarkan peraturan

yang berada di atasnya. Karena hubungan hirarkis

antar peraturan perundang-undangan itu seyogianya

bersifat sistemik dan interrelated secara vertikal.

subjek hakim penguji seharusnya bersifat integrated

atau terpadu di satu institusi (Jimly Assaddiqie,2002).

Dalam pada itu ada yang berpendapat

bahwa secara teoretis untuk melakukan pengujian

terhadap konstitusionalitas Undang-undarg terhadap
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UUD 1945 haruslah memperhatikan (Ronny Sautma

Hotma Bako. 2003: 87):
L subsansi hukum yang diatur dalam urdang-

turdang, dan
2. asas-asas yang terkandung dalam suatu

undang-undang.

Dibandingkan dengan beberapa negara,

misalnya Jerman kewenangan Mahkamah Konstitusi

Federalnyajuga menyangkut sengketa antara produk

hukum pemerintah pusat/federal dengan pemerintah

negara bagian atau lander. Yang menjadi persoalan

di Indonesia ialah pengujian oleh hakim kon^stihsi pada

Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan terhadap

materi Peraturan Daerah, karena ini menjadi

kewenangan penguj ian Mahkamah Agung.

Persoalannya adalah bagaimana misalnya suatu

Peraturan Pemerintah dinyatakan bertentangan

dengan undang-urrdang oleh hakim Mahkamah

Agung, tetapi oleh hakim Mahkamah Konstitusi

undang-undang tersebut iustru d inyatakan

bertentangan dengan tJLJD 1945.

Untuk memecahkan pcrsoalan tersebut

maka setiap kali ada permohonan pengujian undang-

undang terhadap Ut.lD 1945, yang tentunya apabila

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal

50 dan Pasal 5 I t.lU No.24 Tahun 2003. maka

menurut Pasal 53 ditentukan bahwa:
Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada
Mahkamah Agung adanya permohonan
pengujian undang-undang dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) harikerjasejak grnnohonan
dicatat dalam Buku Resistrasi Perkara Konstitusi.

Itulah sebabnyamenurut pasal 55 U(J No.24 Tahun

2003 dipersyaratkan bahwa pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang

sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan

apabila undang+urdang yang menjadi dasar penguiian

peraluran tersehut scdang dllam proses pengujian

Mahkamah Konstitusi sempai ada puhsan Mahkamah

Konstitusi.

MPR SEBAGAI LEGISLATIVE REVIEW

Dalam pada i tu dibandingkan soal

kewenangan pcnguj ian LJndang-undang terhadap

UIID ini dalam ketentuan hukum positifjuga dimiliki

oleh Ma.ielis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

berdasarkan pasal 5 ayat ( I ) Kctetapan MPR No.lll/

MPR/2000 tentang Surlber I Iukum dan Tata Unrtan

Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 5

ayat( l )berbunyi :
Ma jelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengui i  undang-undang terhadap Undang
Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis
Pennusyawaratan Rakyat.

Konstruksi irri ada yang menyebutnya

sebagai pengulian yang dilakukan tidak oleh hakim

tetapi oleh lembaga parlemcn (legislator) dan disebut

legislative review. Terhadap hal ini patut dikemukakan

pendapat yang antara mengatakan, bahwa (Jimly

Assaddiqie, 2002):
.. ... ketentuan demikian ini szurgat keliru. karena
nrembcrikan wewenang kcpada lembaga yang
t idak tepat.  Meskipr-rn Tap.MPR No. l l l /MPR/
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2000 sah adanya, tetapi ketentuan mengenai
"legislative review" yang dimaksud dalam pasal
5 ayat (1) tersebut t idak akan rnungkin
dilaksanakan karena isinya kelim total. Fungsi
pengujian Undang-undang adalah fungsi yang
bersifat permanen dan rutin, sedangkan MPR
tidak memiliki forum bersifat yang tetap dan rutin.

Dalam perkembangannya kemudian

MPR melalui Sidang Tahunan tahun 2003 telah

menetapkan Ketetapan MPR No. l /MPR/2003

bahwa perlunya peninjauan terhadap mated dan status

hukum, antara lain terhadap Ketetapan MPRNo.lll/

MPR/2003. Di dalam pasal 4 Ketetapan MPR No.l/

MPR/2003 tersebut antara lain dinyatakan bahwa

Ketetapan MPR No.ll l/MPR/2000 dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan terbenhrknya undang-undang.

Dengan demikian soal penguj ian undang-

undang terhadap IJUD 1945 dalam praktek

ketatanegaraan positif di Indonesia secara fonnil

terdapat dua sumber hukum yang mengatur masalal'r

yang sama dan dilakukan oleh dua lembaga negara

yang kedudukannya sederaiat.

Berdasarkan uraian di atas maka baik

pengujianterhadap prosedur pembentukan undang-

undang maupun terhadap mater i  peraturan

perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim

Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas kepada

konstitusionalitas undang-undang terhadap U[JD

1945. Hal pengujian konstitusional ini mekanismenya

oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat

dilakukan tidak saia atas atuan umum unhrk beracara

di muka Mahkamah Konstitusi dan aluran khusus

sesuai dengan karateristik masing-masing perkara

yang meniadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

akan tetapi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan

wewenangnya Mahkamah Konst i tusi  d iber i

kewenangan urtuk melengkapi hukum acara menurut

undang-undang ini (Penjelasan Umum LIU No.24

Tahun 2003) akan tetapi juga oleh prakarsa atau

inisiatif Mahkamah Konstitusi (bersifat aktif)

sebagaimana ditentukan dalam pasal 86 Undang-

undang No.24 Tahun 2003. LJntuk hal yang terakhir

ini maka Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat
juga rnengikuti cara kerla Mahkamah Konstitusi

Korea Selatan berdasarkan permi ntaan pengadilan

biasa. Mekanismenya ditempuh melalui pengaj uan

permohonan oleh pcngadi lan biasa kepada

Mahkamah Konstinsi. Dalam hal ini sikan Mahkamah

Konstitusi adalah pasif.

Tentang mekanisme pelaksanaan

kewenangan penguj ian Undang-undang terhadap

t l tJD 1945, nrenar ik pandangan yang

nengemukakan, bahwa (Rony Sautnra Hotma Bako,

2003:105- l l2) :
l. adanya para pihak yang berwenang atau

pemohon;
2. kiteria dari para pihak atau pemohon;
3. adanya alasan hukum pengajuan:
4. bentuk putusan;
5. akibat putusan;
6. pelaksanaanputusan.

Untuk yang pertama, para pihak disini

dapat dikategorikan sebagai pemohon, dan ini bisa
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bersifat perorangan dan/atau kelembagaan. Pemohon

dengan demikian adalah pihak dan/atau para pihak

baik atas inisiatifsendiri dar/atau atas prakarsa aktif

dari Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan hrntutan

terhadap soal menguj i undang-undang terhadap UUD

1945. Dengan denrikian pemohon adalah subjek

hukum baik dalam kapasitas pribadi, institusi (swasta/

pemerintah) atau lenrbaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas oleh UU

No.24 Tahun 2003 diatur dalam pasal 5l yang

berbunyi:
( I ) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
)a{u:

peroftrngan warga negara Indonesra;
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang

masih hidup dan sesuai  dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kcsatuan Republk Indonesia yang
diahr dalam undang-undang;

badan hukum publik atau privat; atau
lembaga negara.

Adapun bentuk putusan, akibat putusan dan
pelaksanaan putusan diatur di dalatn pa-sal 56 sampai

dengan pasal 60 dengan mengingat ketentuan di

dalam pasal 45 s/d pasal 49 UU No.24 Tahun 2003.

Apabila ditinjau tcrhadap penguj ian undang-

undang terhadap IJUD, maka para pencari keadilan

Qtusl iabe Ie n) dapat diwaki li oleh kuasa hukumnya

sepanjang berhubungan dengan keperrtingan para

yustiabelen atau yang berhak mengaiukan tuntutan

(standing) dan dengan demikian lembaga ini disebut
memif iki .slanding ro.{xc. Bahwa pcngujian yang
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia
ditujukan terhadap undang-undang tertentu, jadi

bersifat represif. FIal ini berbeda dengan Dewan
Konstitusi di Perancis yang hanya berwenang untuk
memeriksa atau mengr{i Ilndarrg-undang yang sudah
disahkan oleh badan legis lat i f  tetapi  belum
diundangkan (preview). Ini berarri hakikatnya Dewan
ini  hanya menguj i  rancangan undang-undang,

sedangkan apabila sebal iknya sudah menjadi turdang-
undang (review) Dewan ini tidak memiliki wewenang
untuk inr. Dengan denrikian keweruurgan yang benilat
review dari Mahkamah Konstitusi Indonesia itu
tentunya terhadap undang-undang dan undang-
undang itu lelah menintbulkan akibat-akibat hukum
tertentu, dan itulah scbabnya penguiian undang-

undang oleh Mahkanralr Konstitusi tersebut tidak
berlaku surut. Hanya saja perlu menjadi perhatian

bahwa pengujian oleh Mahkamah Konstitusi ini
apakah juga dilakukan terhadap undang-r.rndang

organik atau lranya undang-undatrg fomral saja.

Selanjutnya yang berhubungan dengan

kriteria para pihak adalah pemohon yakni nrereka
yang mempunyai kepcntingan secara langsung maupun
yang tidak secara langsung. Dengan kepentingan

langsung adalah yang menrperoleh kerugian materil

dari adanya undang-undarg yang bertentangan dengan

t ltJI) I 945 sedangkan kepentingan tidak langsung

adalah pihak dan/atau para pihak yang rnernandang

a.
b.

c.
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bahwa adanya suatu undang-undang yang secara

nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun yang dimaksud alasan hukum

pengajuan oleh pemohon dapat meliputi (Rony

Sautma Hotma Bako, 2003: l08):
i. bertentangan dengan asas-asas hukum yang

perlu diperhatikan dalam pembenhrkan suatu
Undang-undang;

ii. bertentangan dengan asas hukum terhadap
materi muatan:

iii. bertentangan dengan teori yang mendukung
dari suatu Undang-undang;

iv. pelaksanaan ketentuan suatu Undang-
undang membuat adanya suatu kebiasaan
yang tidak lazirn di masyarakat;

v tidak scsuai dengan prinsip-prinsip umum
yang berlaku di dmia intenrasional;

vi. bertentangan dengan pelaksanaan hak asa-si
manusla.

Selanjutnya berdasarkan UU No.24 Tahun

2003 hal tersebut ditentukan dalam pasal 30 yang

antara lain berbunyi: Permolronan wajib dibuat dengan

uraian yangjelas mengenai: (a) pengujian Undang-

undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh pasal

3l ditegaskan bahwa:
(l) Pernrohonan sekurang-kurangnya harus

memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenaiperihal yang menjadi

dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30;

c. dan hal-hal yang diminta untuk diputns.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) harus disertai
dengan alat  bukt i  yang mendukung
permohonan tersebut

Selanj  utrrya bentuk putusan yang

disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi harus

berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim (pasat

45 ayat ( I )) dan wajib memuat fakta yang terungkap

dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang

menjadi dasar putusan (pa-sal 45 ayat (3)). Demikian

pula putusan dapat diambil secarah mr-syawarah darV

atau dengan suara terbanyak (pasal 45 ayat (4)

sampai dengan ayat (8)) dan dalam hal ini j uga dimuat

apa yang disebut dengan"dissenting opinion" ( pasal

45 ayat (10)). Dengan demikian putusan hakim dapat
berbentuk pemyataan adanya suatu undang-undang

yang bertentangan dan/atau tidak bertentangan

dengan UUD 1945 baik sehagian araupun secara

keselumlran.

Adapun sebagai akibat hukum suatu
putusan hakim Mahkamah Konstitusi dapat bentpa:

i. bagian dari Undang-urdang yang dinyatakan
bertentangan dengarr UUD 1945 dinyatakan
tidak berlaku atau batal demi hukum;

ii. secara keseluruhan Undang-undang tersebut
bertentangan dengan UUD 1945 maka
Undang-undang tersebut dinyatakan tidak
berlaku atau batal dcmi hukum.

Di dalam LIU No.24 tahun 2003 soal
putusalr Mahkamah Konstitusi meliputi amar putusan

terhadap substansi undang-undang maupun prosedur

pembentukan undang-undang. Apabila Mahkamah

Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau

perrnohonannya tidak memcnuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar

putusannya menyatakan permohonan tidak dapat
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diterima @asal56 ayat ( 1)). Kemudian di dalam pasal

56 ayar (2), (3) dan (a) dan ayat (5) ditentukan

bahwa:
(2) Dalam hal  Mahkamah Konst i tusi

berpendapat bahwa pernrohonan
beralasan, amar putusan menyatakan
permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal  permohonan dikabulkan
sebagaimana dinraksud pada ayat (2).
Mahkanah Konstitusi menyatakan dengan
tegas materi muatan ayat, pasal. dan/atau
bagian dar i  undang-undang yang
bertentangan dengan Undang Llndang
Dasar Negara Republik Indonesia 'l'alrun

1945.
(4) Dalam hal pembentukan undang-undang

dimaksud t idak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undan g berdasarkan
Undang [Indang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, amar putusan
menyatakan pennohonan dikabulkan.

(5) Dalam hal undarg-urdang dimaksud tidak
bertenlangan dengan lJndang IJndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
I945,baik mengenaipenthcnhrkan maupun
materinya sebagian atau kese luruhan, amar
putusan menyatakan permohonan ditolak.

Kemudian di dalam pasal 57 ayat ( I ) berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa materi
muatan ayat, pasal, darVatau bagian urdang-
undang bertentangan dengan (Jndang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahrur 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

dan di dalanr pasal 57 ayat (2) berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa
pembentukan undang-undan g dimaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan
Undang-undang berdasarkan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-undang tersebut tidak
mempunyai keku,atan mengikat.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) dinyatakan pula

bahwa:
Putusan Mahkamah Konst i tusi  yang
mengabulkan permohonan wajib dimuat
dalam Berita Negara dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak
putusan dir.rcapkan.

Terhadap akibat hukum putusan tersebut Mahkarnah

Konstitusi dapat meminta kepada DPR dan Presiden

untuk segera melakukan perubahan tcrhadap und:utg-

undang tersebut dan/atau memberitahukan kepada

Mahkamah Agung bahwa undang-undang tersebut

sudah tidak berlaku lagi.

I)elaksanaan atau eksekusi suatu

putusan hakim yang men. iadi  kewenangan

Mahkamah Kon st i tusi  tentunya mel iput i

keseluruhan kewenangan yang dimi l ik inya.

Adapun si fat  putusannya adalah f inal  dan

merrgikat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan

adalah apabi la putusan Mahkamah Konst i tusi

mengenai penguj ian undang-undang terhadap UUD

1945 yang menurut ketentuan pasal 59 UU No.24

Tahun 2003 telah disanrpaikan kepada DPR, DPD,
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Presiden dan Mahkamah Agung. bagaimana

konsekuensi selanjutnya dari eksekusi putusan ini,

apakah kemudian undang-undang tersebut dicabut

oleh instansi yang mengeluarkan undang-undang

tersebut.  Menurut penul is putusan Mahkamah

Konstitusi langsung dapat dilaksanakzur dengan tidak

memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang

kecuali peraturan perundang-undangan menentukan

lain. Adapun tenggang waktu pelaksanaan putusan

tersebut selambat-larnbatnya 7 (tLrjuh) hari sejak

salinan putusan ditcrima. UU No.24 Tahun 2001 di

dalam Pa-sal 50 menyatakan bahwa: Undang-undang

yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-

undang yang diundangkan sctelah pembahan Undang

Undang Dasar Negara Republik I ndonesia -I'ahr:n

1945. Perumusan ini.lelas telah menghilangkan nrakna

dan mereduksi bunvi pasal 24C ayat ( I ) yang secara

tegas tidak memberikan pembatasan pengujian

terhadap undang-undang dari segi waktu dan ntasa.

kecuali dari segi grmbentukan (flormil) dan pasal serra

ayat-ayat (materi) sebagaimana diatur dalam pasal

5l ayat (3) a dan b. Dalam konteks ini secara teoretis

dan menurut asas hirarki peraturan perundang-

undangan, satu undang-undang yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih

t inggi .  Dengan demikian diharapkan di  masa

mendatang diperlukan peninjauan kembali pasal 50

tersebut untuk menghindari kerancuan penerapan

kaidah-kaidah perundang-undangan yang telah

di tetapkan sebagai  pegangan dan landasan

konstitusional. Selanjutnya dalam pasal 60 UU No.

24 'fahun 2003 disebutkan bahwa terhadap materi

muatan ayat. pasal, darVatau bagian dalam undang-

undang yang telah diuj i  t idak dapat dimohonkan

penguj ian kembal i .  untuk diu. l i ,  r idak dapar

dimohonkan pengujian kernbali. Dengan demikian

menghindari duplikasi pennohonan yang tidak pada

tetnpatnya dan tetap ntemegang prinsip asas nebls

bin idcnt dalamfurkurn pidana.

PENTITIjP

Dari uraian di atas tampak bahwa

Mahkamah Konstitusi ntaupun Mahkanrah Agung

merupakan dua pi lar vang merupakan puncak

kekuasaan kehakintan yang akan mewarnai

pelaksanaan pcradi lan di  Indonesai sebagai suatu

negara hukum.yang dentokratis. Semoga.
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